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A. Latar Belakang Masalah
Perkembapgan ekonomi suatu negara membutuhkan pola pen gatura;l
yang sistematis untuk mengolah sumbt;.r-sumber ekonomi yang tersedia secara
terarah dan, terpadu 'serta memanfadtkan éecara penuh hasil-hasil ya}ng telah
dicaﬁai bagi kesejahteraan masyarakat. !
Salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat dibutuhkan
keberadaannya di du‘nia ekonomi dewasa ini adalah kegiatan usaha lembaga
keuangan perbankan, oleh karena fungsinya sebagai pengumpul dana yang
lsangat berperan demi menunjang pertumbuhan ‘ekonomi suatu bangSf?.
=Sebagai alat penghimpun dana, lembaga keuangan ini mampu melancarkan
gerak pembanglm'an dengan menyalurkaﬁ dananya ke berbagai proyek penting
di berbagai sektor usaha yang dikelola oleh pemerintah. Demikian juga
lefnbaga keuangan ini dapat menyediakan dana bagi pengusaha-pengusaha
swasta atau kalangan rakyat pengu;aha lemah yang membutuhkan dana bagi
kélldngsungan usahanya,
Perkemi)angan industri pefbankan yang begitu cepat dewasa ini
terutama setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan paket deregulasi tanggal

27 oktober 1988 (PAKTO 88) yang berisi tentang liberalisasi perbankan yang

memungkinkan pendirian bank-bank baru selain yang telah ada dan
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tersebut maka bemnm'lculan bank-bank baru serta bertambahnya kantor-kantor
bank yang memicu persaingan dalam menarik dana, mencari nasabah ataupun
'menanam]_(an dana. r

Dalam kurun waktu tujub tahun terakhir sejak diberlakukalmyél
Undang-undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan yang memberikan
peluang didirikanfiya bank syariah, perkembangan bank syariah dipandang
da‘ri sisi jumlah jaringan kantor dan volume kegiatan usaha masih belum
memuaskan, oleh karena itu, peme:intah mempunyai keinginan untuk lebih
mér'ldorong perkembangan bank syariah di Indonesia.

Upaya ﬁlendorong pengembémgan bank syariah, dilaksanakan dengan
memperhatikan bahwa sebagian muslim di Indonesia pada saat ini sangat
menantikan suatu sistem perbankan syariah yang sehat dan terpercaya untuk
mengakomodasi kebutuhan mereka terhadap pelayanan jasa perbankan yang
sesuai dengan prinsip syariah. Il’engembangan perbankan syariah juga
ditujukan untuk meﬁingkatkan mobilisasi dana masyarakat yang selama ini
belum terlayani oleh sistem konvensional. \

Bank syarah itu sendiri sering disebut dengan bank Islam yaitu
lembaga keuangan atan perbankan yang operasional dan produknya
dikembangkan berlandaskan pada Alqur'an dan hadist nabi Muhammad Saw.
Atau dengan kata lain bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha

pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas
i
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prinsip syariah Islanf. Dimana bank syariah dalam beroperasi dengan tidak

x;leng_andall'(gn bunga. Dan hal iru'lah‘ yang menjadi latar belakang didi:l-ikannya
bank syariah, dimana 'ounga mempﬂcﬁn riba yang dilarang dalam Islam. |

Diberlakukan‘ngfa Undang-undang No 10 tahun 1998 tentalg

_ peruiaahan UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan, perbankan syariah telah

_mendapatkan kes‘empatan yang lebih luas untuk menyelenggarakan k.egitan

‘usaha, teimasuk pemberian kesempatan kepada bank umum konvension:l

untuk membuka kantor cabang yang melaksanakan kegiatan perbankan

1 .

berdasar prinsip syariah.

Pemberian kesempatan pembukaan kantor cabang syariah ini adalah
sebagai upaya meningkatkan jaringlan perbankan syariah yang tentunya akan
dil%lkukan bersamaan dengan upaya pemberdayaan perbankan syariah. Upaya
te°rsebut diharapl;:an akan mendorong perluasan jaringan kantor,
pengembangan’ pasar uang antar.bank syariah yang pada intinya akan
menunjang pembentukan landasan perekonomian yang lebih kuat dan
tangguh.

Bank berdasarkan prinsip syariah sepérti halnya bank konvensional
yang berfungsi sebagai intermediary financial atau lembaga perantara
keuangan harus melakukan mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana
secara seimbang, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. ‘

Untuk menjalankan fimgsinya diatas, Bank Syariah mempunyai

produk-produk di bidang penyaluran dana guna membantu masyarakat yang
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membutuhkannya, maka Bank Syariah memberikan pembiayaan berdasarkan

prinsi_p syariah baik pembiayaan konsumtif maupun pembiayaan produktif.
Yang dimaksud dengan peinbiayaan adalah penyediaan dana atau

barang modal untuk diinvestasikan kepada masyarakat yang membutubkan,

Pasal 1 angka 2 Undang-undang I;Io 10 tahun 1998, dirumuskan pengertian

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan

yang dipersamaklan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk
mengembalikan uang atau tagihanl tersebut setelah jangka waktu tertentu
dengan bagi hasil. |

Adapun yang dimaksud dengan pembli‘ayaan konsumtif yaitu
pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutluhan konsumsi, yang akan
habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan, Sedangkan pembiayaan
produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan
produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi
ataupun perdagangan, |

Salah satu bentuk pembiayaan yang dilakukan Bank Muamalat
Indonesia adalah pembiayaan dengan prinsip mudharabah, yaita merupakan
salah satu pembiayaan dengan prinsip syariah. Pembiayaan mudharabah
merupakan pembiayaan dalam benfuk modal dana yang diberikan oleh bank

untuk dikelola dalam usaha yang telah disepakati bersama, kemudian dalam

pembiayaan ini bank dengan pengelola dana sepakat untuk berbagi hasil atas
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industri, usaha atas dasar kontrak, dan lain-lain berupa modal kerja dan

E)

mvestasi. , a

]
)

Berkaitan dengan pembiayaan kepada calon debitur, maka bank harus
mempunyai keyallcinan bahwa calon debitur tersebut dapat membayar [unas
semua cicilan, Dalam pasal 8 UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan
diﬁyatakan bahwa untuk memp)eroleh keyakinan dalam memberikan l
pefpbiayaannya, bank harus melakukan penilaian seksama terhadap watak,
kemampuan calon debitur. Sedangkan untuk risiko-risiko 'scbagai akibat dari
kejadian yang Eidak dikehendaki de.lpat dialami oleh siapapun termasuk juga
suatu badan hukum misalnya bank.

Untuk m;:nghindari risiko tersebut terutama dalam menyalurkan
pembiayaan, bank mengikut serta{can setiap debiturnya 'sebagai peserta
asutansi jiwa pembiayaah. Asuran.si jiwa pembiayaan adalah asuransi jiwa
yang memberikan sémtiman sebesar sisa utang yang be'hlun dilunrasi. Adapun
keuntungan dari asuransi jenis ini adalah : .

a. Menjamin ahli waris peminjam atau yang ditunjuk, jika peminjam
meninggal sebelum lunas utangnya, agar barang yang dibeli dengan utang
tersebut tetap menjadi miliknya tanpa menanggung sis;a utang.

b. Menjamin pemberi pinjaman, jika peminjam meninggal sebelum melunasi
sisa utangnya, maka sisa utq‘ng yang belum dibayar, akan dibayar

sekaligus oleh penanggung.’
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas tersebut, maka
masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

}. Bagaimana prosedur pembiayaa]n mudharabah dengan jaminan asuransi
jiwa pembiayaan (takaful pembiayaan) syariah pada Bank Muamalat
Indonesia cabang Yogyakarta? :

2. Bagaimana pelaksanaan asuransi jiwa pembiayaan (takaful pembiayaan)
syariah dalam pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia
Cabang Yogyakarta?

é. Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :
I. Tujuan Subyektif |
Yaitu untuk memperoleh data dan bahan-bahan yang akan
digunakan dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat dalam
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada fakultas Hukuwm Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Tujuan Obyektif
a. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan mudharabah dengan
jaminan a:suransi jiwa pembiayaan (takaful pembiayaan) syariah
| pada ]?ank Muamalat Indonesia cabang Yogyakarta.
‘ b Untuk mengetahui pelaksanaan asuransi jiwa pembiayaan (takaful

pembiayaan) syariah dalam pembiayaan mudharabah pada Bank

b
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D. TH'\JJAUAN PUSTAKA ,
1. :Tinjauan Umum tentang Bank Syariah
| a. pengertian bank syariah

Pé;lgerﬁan bank men@t pasal 1 angka 2 UU No 10 tahun 1998
adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk
simpanan .dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk
kredit dan/atau bentuk-bentuk lainya dalam rangka meningkatkan taraf

hidup rakyat banyak. ]
Px"insip syariah sebagaimana yang telah diatur dalam pasal
1 angka 13 UU No 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU Ne 7

tahun 1992 tantang Perbankan yaitu disebutkan bahwa :

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan
pihak lain untuk menghimpun dana dan/atan pembiayaan kegiatan usaha atau
kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan
berdasarkan bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan
modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan
(murabahah) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa
pilihan (ijarah) atau dengan adanya pilikan pemindahan kepemilikan atas yang
disewa dari prhak bank oleh pihak lain (ijarah wa igtina)
I

Sedangkan pengertian bank syariah menurut ensiklopedi Islam
yaitu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan
pembiayaan dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran
uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip
syariah Islam. Dalam hal ini bank syariah beroperasi dengan tidak

mengandalkan bunga’.

? J. Warkum Swnitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait di Indonesia,
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b. Pengertian Pembiayaan Syariah : |

Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau
barang modal untuk diinvestasikan kepada masyarakat yang
membutuhkan. Pasal 1 angka 12 Undang-undang No 10 tahun 1998,
dirumuskan tentang pengertian pembiayaan berdasarkan prinsip
syariah adalah penyediaan 1 uang atau tagihan yang dipersamakan
dengan itu berdasarkan persetujuan atau keésepakatan antara bank
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk
mengembalikan uwang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu
tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan konsumtif yaitu
pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi,
yang ‘akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan
pernbiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk
memenuhic  kebutuhan ‘produksi dalam arti luas, yaitu untuk
. peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun
investasi, \

Prinsip syaﬁah sebagaims;na yang telah diatur dalam’pasal 1
angka 13 UIlJ No 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No 7

tahun 1992 tantang Perbankan yaitu disebutkan bahwa :

;
Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan
pihak lain untuk menghimpun dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha atau
kegiatan lainnya' yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayhan
berdasarkan bagi hasil (mudharabah) pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan
modal (musyarakah) prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan
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pilihan (ijarah) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas yang
disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)

€. Tujuan Pembiayaan Syariah
Tujuan pemb.iayaan Syariah ada dua macam, yaitu
a) Tujuan Umum ;
- meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat
Indonesia.
- Meningkatkan  partisipasi masyarakat dalam  proses
pembangunan terutama dalam bidang ekonomi.
b) Tujuan Khusus l
- memberikan kesempatan kepada orang-orang Islam untuk
mengarahkan kegiatan ekonomi umat dengan bermuamalat
secara syariah
- untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan
membuka peluang berusaha yang lebih besar terntama kepada
kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang -
produktif menuju terciptanya kemandirian berusaha (berwira
usaha)i

d. Jenis-jenis Pembiayaan Syariah

Diantara pembiayaan yang sudah umum dikembangkan oleh
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2)

3)

4)
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Pembiaj;aan Mudharabah (MDA) adalah suatu perjanjian
pembiayaan antara bank syariah dan nasabah, dimana bank syariah
menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja sedangkan
peminjam berupaya mengelola dana tersebutuntuk pengembangan
usahanya. Jenis usaha yang dimungkinkah untuk diberikan
pembiayaan adalah usaha-usahéi kecil seperti pertanian, industri
rumah tangga dan perdagangan.
Pembiayaari Musyarakah (MSA), adalah penyertaan bank syariah
 sebagai pexl'nilﬂ; thodal dalam suatu usaha yang mana antara resiko
dan keimturigan cii’ta‘ngg‘ung bersama secara seimbang dengan porsi
periyertaan. |
Pembiayaan Ba'i Bitsaman .Ajil (BBA), adalah suatu pt}rjanjiah
pembiayaéh yang disepakati antara bank syariah dquan nasabah,
,dirnana bank syariah menyediakan dananya urituk sebuah jnvestasi
dan atau lpembélian barang modal dan ushha arlggotanya ! yang
kemudian ) proses peinl;ayaran dilakukan secara menticil atau

!

ansuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh peminjam
i

adalah jumiah atas harga barang modal dan mark up yang
disepakati. |
Pembiayaan Murabahah (MBA), pada dasamya merupakz;n
kesepzkatan antara bank syariah sebagai pemberi modal dan

nasabah sebagai peminjam, prinsip vang digunakan adalah sama

3 - . -
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pengembaliannya  dibayarkan pada saat jatu  tempo
pengembaliannya.

5) Pembiayaan A! J[jarah Adalah merupakan talangan dana
sepenuhaya kepada nas;abah dalam rangka pengadaan barang
ditambah dengan keuntungan yang disepakati dengan sistem
pembayaran sewa tanpa diakhiri dengan pemilikan.

6) Pembiayaan Ba'iu Takjiri Adalah merupakan pembiayaan penuh
yang merupakan talangaﬁ dana untuk pengadaan barang ditambah
keuntungan yang disepakati dengan sistem pembayaran sewa yang
diakhiri dengan pernilikan, prinsip pembiayaan ini hampir sama
dengan sewa beli, setelah habis pembayaran sé:‘suai dengan jangka

‘waktu yang ditentukan, maka obyek atau l;armg yang disewa
belikar tersebut menjadi milik pihak nasabah.

' 7) Pembiayan A! Qordul Hasan Adalah perjanjian pembiayaan antara
bank syariah dengan nasabah, hanya nasabah yang dianggap layak
yang 'dapat diberi pinjama,n.im', pinjaman ini dapat beruf)a nang
maupun barang, tanpa persyaratan adanya tambahan atau biaya

; |

iap:apun, peminjam (nasabah) berkewajiban mengembaiikan uang
|

atau baraﬂg yang dipinjam pada waktu yang disepakati bersama
' \
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2. Tinjauan Tentang Asuransi Syariah
a. Pengertian Asuransi Syariah
Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan Istilah at-ta'mim,

|
pellanggung disebut mu ‘ammin, tertanggung disebut mu ‘amman lahu

atau mustc; ‘min. At-ta’min diambil dari amana yang artinya memberi
| perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, seperti
yang tersebut dalam QS. Quraiy (106):4, yaitu “Dialah Allah yang
|
mengamankan mereka dari ketakutan”. Pengertian at-ta'min adalah
seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ia htau ahli
warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimaﬁa yang !telah
disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya ya{lg
hilang. ; ’
Di, Indonesia, asuransi Islam sering dikenal dengan istilah
talkaﬁ:l. Kata takaful berasal dari takafala-yatakafaly yang berarti
menjamin atau saling menaggung. Muhammad Syakir Sul!a
mengartikan fakaful dalam pengertian mu’amalah adalah saling
memikul risiko diantara sesama orang, sehingga antara satu dengan
dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya.*
Dari segi hukum pos}itif, hingga saat ini asuransi syariah masih
mendasarkan legalitasnya pada UU No 2 tahun 1992 tentang usaha

Perasuransian yang sebenarnya kurang mengakomodasi asuransi

syarizh di Indonesia karena tidak mengatur mengenai keberadaan

S Anlarmmad Qeral-ir Cula Acniranci Cuarinh (T ifa and Manralt Fancan dan costam Dinaranianal
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asuransi berdasarkan prinsip syariah. Dengan kata lain, UU No 2 tahun
1992 tidak dapat dijadikan landasan hukum yang kuat bagi asuransi
syariah. |

Dalam menjalankan usahanya, perusabaan asuransi syariah

masih menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah

Majelis Ulama Indonesia yaitu Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001

tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.” Fatwa tersebut

dikeluarkan karena regulasi yang ada tidak dapat dijadikan pedoman

'menjalankan asuransi syariah. Fatwa dari Dewan Syariah Nasional
tidak mempunyai kekuatan hukum dalam hukum nasional karena tidak
termasuk’ dalam jenis peraturan perundang-undangan di Inélonesia.

Agar ketentvan dalam fatwa DSM MUI tersebut memiliki ljcekuatan

hukum, maka perlu dibentuk peraturan perundang-undangan, yang
|

berkaitan dengan pedoman asuransi syariah.
)

Adapnn peraturan perundang-undangan yang telah dikeluark'lan_
pemerinte;‘h' berkaitan dengan asuransi syariah diantaranya yaitu :
- Keputusan Menteri Keuangan RI No. 426/KMK.06/2003 tentang
; périzinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi din
Perusahaan Reasuransi. Peraturan inilah yang dapat dijadikan dasar
untuk meqdirikan asuransi syariah sebagaimana ketentuan dalam pasal
3 yang menyebutkan bahwa “setiap pihak dapat melakukan usaha

asuransi syariah atau usaha reasuransi berdasarkan prinsip syariah.....
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Dibandingkan asuransi, konvensional, asuransi Syariah
;
memiliki ;)e'rbedaan mendasar dalam beberapa hal, yaitu:®
1) E(eberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan; syariah
merupaka? suatu keharusan. |
2) Prinsip aka*d asuransi sy‘ariah adalah takafidi (tolong—menolonf!;).
Sedangkan akad asuransilkonvensional adalah tadabuli (jual beli
.
antara nasabah dengan perusahaan.
3) Dana yang terku:ﬁpul dari nasabah asuransi syariah (premi)
| diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasiil
(mudharabah). Sedangkan pada asuransi konvensional, inves‘fasi
dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga
' b. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah -' _' ,
Para pakar ekonomi Islam mengenzlu.kalkalilF bahwa asuransi
syariah ditegakan atas tiga prinsip utama, yaitu :’
1) Saling bertanggung jawab, yang berarti para peserta asurahsi
syariah memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu !
dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian
dengan niat ikhlas.
2) Saling bekerja sama atau saling membantu, yang berarti di antara
peserta asuransi syariahl yang satu dengan lainnya saling bekerja
sama dan saling tolong menolong dalam mengatasi kesulitan yang

|
dialami karena sebab musibah yang diderita.
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3) Saling melindungi penderitaan satu sama lain, yang berarti bahwa

para peserta asuransi syariah akan berperan sebagai pelindung bagt
peserta lainnya yang mengalami gangguan keselamatan berupa

musibah yang diderita.

e. Jenis-jenis Asuransi Syariah

Asuransi syariah menyediakan dua jenis perlindungan takaful,
1 | ]

yaitu :

1) Takaful Kbluarga (Asuransi jiwa) :

2)

TaKaful keluarga adalah bentuk takaful yang memberikan
perlin‘dunlgan finansial kepada peserta takaful dalam menghadapi
bencana kematian dan kecelakaan yang menimpa kepada peserta
takaful, Bentuk takaful keluarga yang ditawarkan adalah : I
a) Takaful Berencana
b) Taicaful Pembiayaan
c) Tal'caﬁll Pendidikan
d) Takaful Dana Haji
e) Takaful Berjangka
f) Takaful Kesehatan
Takélful Umum (Asurans.i Umum)

Takaful Umum adalah bentuk takaful yang memberikan
perlinciungan finansial kepada peserta takaful dalam menghadapi

bencana atau kecelakaan harta benda milik peserta takatul, Bentuk-

Lntede dnTen Y criiivninn wrnen e Adbncrrawlene ndalal
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a) Takafill Kebakaran
b) Takaful Kendaraan Bermotor
, ¢) Takaful Pengangkutan
d) Takaful Rekayasa
e) Taicaful Aneka
_E. Metode Penelitian,
L. .Lokasi Penelitian ‘
"Penelitian dilakukan di Bank h/iuamalat Indonesia dan Takaful Indonesia
' cabang Yogyakarta
2. Sumber Data
a. Data Sekunder

Yaitu dat.';l yvang diperoleh melalui study pustaka yang antara lain

meliputi :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yakni
peramrarll perundang-undangan seperti :
a) KUH Perdata |
b) KUHD
¢) UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7

tahun 1992 tentang Perbankan

d) UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

e) Keputusan Menteri Keuangan RI No426/KMK.06/2003 tentang

et TTanlhn A Vil nmmnes Namncmnlanne A cvssmenne
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f) Aturan lain yang berkaitan dengan perbankan syar]iah dan

, asuransi syariah ]

2) Bahan hul‘cum sekunder, yaitu bahan hm yang menperjelas
bahan hu}{:ml primer seperti: buku-buku literatur, makalah, dhn
yang l\ailmya |

3) Bahan }1ukmn tersier, yaitu bahan untuk mendukung bahan hukum

' primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus bahasa Arab,
kamusjbahasa Inggris.
b. Data Primer
Yaitu data yang dapat diperoleh di lapangan hasil dari wawancara
dengan responden ;
3'. Teknik Pengumpulan Data
a. Peneﬁﬁ?n Kepustakaan
Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari buku-buku pustaka,
peraturan perundang-undangan dan makalah yang berkaitan dengan
obyek penelitian.
b. Penelitian Lapangan
Penelitian ini dilakukan ciengan cara terjun langsung ke lokasi
penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun alat atau
cara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah : i
[) Wawancara

Yaitu penulis dalam pengumpulan data ini dengan cara

- e invwnh  nanara lanoouna lanada f'Qannan



2)

3)

13

(subyek penelitian) mengenai hal yang ada hubungannya dengan
i
materi penulisan hukum ini.
Responden
Reslaonden dalam penelitian ini adalah :
a) Pimpinan Bank Muamalat Indonesia cabang Yogyakarta atau
orang yang ditunjuk olehnya.
b) Pimpinan asuransi syariah (PT TAKAFUL) atau orang yang
ditunjuk olehnya
c) Nasabah '
Teknik Analisis Data
Data-data yang diperoleh akan dianalisa secara deskriptif
kualitatif, yaitu dengan memahami suatu peristiwa yang berkaitan
dengan skripsi. Sehingga, dengan analisis data tersebut diharapkan

nantinya akan menghasilkan uraian yang bersifat kualitatif, yaitu

mengambarkan kenyataan yang berkaitan dengan masalah

¥ - -
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F. Sistematika Skripsi.

}

Agar memperoleh gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini, maka
penulis menguraikannya dalam beberapa Bab dengan Sistematika sebagai berikut:
BAB 1. PENDAHULUAN

Dalam bz}b ini menjelaskan tentang : Latar Belakang Masalah, Rumusan
Masalah, Tujuan Penelitian,J Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian,
Sistematika Penulisan,

" BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG BANK SYARIAH

Dalam bab ini menjelaskan tentang : Pengertian Bank Syariah, Dasar

Pemikiran Lahimya Batk Syariah, Karakteristik Bank Syariah, Prinsip

Operasional Bank Syariah, Pengertian Pembiayaanl, Fungsi dan Tujuan

Pembiayaan Syariah, Jenis—rjenis Pembiayaan Syariah, Pola-pola

Pembiayaah Sj‘/ariah, Prinsip-prinsip Pembiayaan Syariah.

- BAB III. TINJAUAN TENTANG ASURANSI SYARIAH (TAKAFUL) |
Dalam bab inii menjelaskan tentang : Pengertian Asuransi Syariah,
Landasan Hukuin Asuransi Syariah, Prinsip-prinsip Asuransi Syaridh,
Jenis-jenis Asuransi Syariah, Mekanisme Pengelolaan Dana Asurahsi
Syariah, Manfaat (Klaim) Asuransi Syariah.

BAB IV. PELAKSANAAN ASURANSI SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN

MUDHARABAH PADAl BANK MUAMALAT INDONESIA
CABANG YOGYAKARTA

Dalam bab ini menjelaskin tentang : Prosedur Pembiayaan
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Indonesia Cabang Yogyakarta, Pelaksanaan Asuransi Syariah dalam
Pembiayaan Mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang
Yogyakarta.

1

BAB V. PENUTUP

Talam hah ini Aivrailran manocanat + Foascimnnlan Aan Qaoran



